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Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
Sebagal suatu perbuatan hukum maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu hak dan kewagjiban oleh
karena itu Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI mensahkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan yang bertujuan mengadakan unifikasi di bidang hukum Perkawinan dan menjamin adanya suatu
kepastian hukum dengan menggantikan ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya yang beraneka ragam.
Namun, ternyata keaneka ragaman tersebut masih terlihat sebaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan
didasarkan kepada hukum menurut agama dan kepercayaannya itu bagi masing-masing pemeluknya.

K ebebasan memeluk suatu agama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 hal tersebut lebih
tegas lagi dengan diakuinya keberadaan lima agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu
dan Buddha. Akibat adanya kebebasan beragama tersebut tidak mustahil terjadi perkawinan di antara
pemeluk agama yang berbeda dan mereka tetap bertahan pada agamanya masing-masing dalam menempuh
bahtera rumah tangga. Dengan nenganut Pendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi seseorang maka
timbul pertanyaan : 1. bagaimana keberadaan (eksistensi) lembaga perkawinan antar agama sekarang di
Indonesia ? 2. dalam menghadapi perkawinan antar agama sebagai suatu kenyataan bagai mana pandangan
Hakim ? 3. adakah landasan yuridis perkawinan antar agama ? Terhadap hal-hal tersebut penulis
berkesimpulan bahwa dilihat secara materil perkawinan antar agama diakui dalam Undang-Undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun secara terbatas yaitu sepanjang ketentuan agama dan kepercayaan
yang dianut masing-masing calon suami isteri membolehkan sehingga secara materil ketentuan Peraturan.
Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158 (Regaling op de Gemengde Huwelijken/GHR) sudah tidak berlaku

lagi.
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